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EKONOMI REGIONAL DI INDONESIA
Ayu Putu Arantza Bonita
Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
e-mail: ayuarantzabonita@gmail.com
Abstract
The implementation of fiscal decentralization has brought significant changes to the
management of public finances in Indonesia. Decentralization has been empirically proven to
increase the size of government (ratio of government spending to output). Good institutional
quality is considered as an important factor to ensure government spending is effective and able
to contribute positively to the economy. This study aims to determine whether the influence of
government size on economic growth depends on the quality of the institution. The study uses
the level of analysis in 491 districts / municipalities in Indonesia during 2011-2017. Using
Ordinary Least Square (OLS) estimation method, empirical results show that government size
has a negative and significant effect on regional economic growth. By using an indicator of
institutional quality, namely the democracy index, the empirical results of this study show the
difference in the effect of government size depending on the quality of the institution. The
negative effect of government size tends to be greater in regions with low institutional quality.
Keywords: government size; quality of institutions; economic growth
Abstrak
Pelaksanaan desentralisasi fiscal telah membawa perubahan yang signifikan terhadap
pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Desentralisasi secara empiris terbukti
meningkatkan ukuran pemerintah ( rasio pengeluaran pemerintah terhadap output).
Kualitas kelembagaan yang baik dianggap sebagai faktor penting untuk memastikan
pengeluaran pemerintah efektif dan mampu memberikan kontribusi positif bagi
perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh ukuran
pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tergantung pada kualitas institusi. Penelitian
ini menggunakan tingkat analisis di 491 kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2011 –
2017. Dengan menggunakan metode estimasi Ordinary Least Square (OLS), hasil empiris
menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan menggunakan indikator kualitas kelembagaan yaitu
indeks demokrasi, hasil empiris penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pengaruh
ukuran pemerintah tergantung pada kualitas lembaga. Pengaruh negatif ukuran pemerintah
cenderung lebih besar di daerah dengan kualitas kelembagaan yang rendah.
Kata Kunci : ukuran pemerintah ; kualitas institusi ; pertumbuhan ekonomi

Terdapat berbagai studi empiris yang
PENDAHULUAN

telah menganalisis pengaruh ukuran

Pengaruh ukuran pemerintah terhadap

pemerintah

pertumbuhan ekonomi masih menjadi
topik

menarik

dalam
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dunia

terhadap

pertumbuhan

ekonomi. Kendati demikian, studi empiris

riset.
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yang telah dilakukan di berbagai negara

mendistorsi alokasi sumber daya alam

juga belum menghasilkan kesimpulan

yang

yang jelas mengenai dampak ukuran

ekonomi (Hajamini dan Falahi, 2018).

pemerintah

Studi empiris Saqib

terhadap

pertumbuhan

berakibat

menghambat

agen

et al. (2014)

ekonomi. Sebagian studi mengklaim

menyatakan bahwa pajak memiliki efek

bahwa ukuran pemerintah berdampak

negatif terhadap keseluruhan kegiatan

positif terhadap pertumbuhan ekonomi

ekonomi baik dari sisi konsumsi maupun

(Rubinson, 1977: Ram; 1986). Sementara

investasi.

itu, studi lainnya mengungkapkan bahwa

Terdapat beberapa studi empiris di

ukuran pemerintah berdampak negatif

Indonesia telah membahas dampak

terhadap pertumbuhan ekonomi (Barro,

ukuran

1990; Bergh & Karlsson, 2010).

pertumbuhan ekonomi. Studi empiris

Secara

tersebut

teoritis

belanja

pemerintah

pemerintah
juga

masih

menghasilkan

memang dapat menghasilkan efek yang

kesimpulan

positif

terhadap

Ramayandi (2003) mendukung bahwa

perekonomian. Pemerintah di satu sisi

ukuran pemerintah berdampak negatif

memiliki

terhadap

maupun
andil

negatif
dalam

mewujudkan

yang

terhadap

beragam.

pertumbuhan

Studi

ekonomi.

lingkungan bisnis yang kondusif untuk

Dengan menggunakan data time-series

memperlancar kegiatan produksi dan

selama 30 tahun (1969-1999), Ramayandi

investasi serta menjamin hak asasi tiap-

(2013) mengklaim bahwa baik ukuran

tiap individu. Pemerintah juga memiliki

pemerintah yang dihitung dengan rasio

tanggung jawab dalam membangun

pengeluran

infrastruktur,

produktif, maupun yang dihitung dengan

serta

menyediakan

pemerintah

rasio

diakomodir

pihak

terhadap PDB sama-sama berdampak

swasta. Dengan demikian pemerintah

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

dapat berperan positif terhadap upaya

Dengan menggunakan data time-series

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

selama periode 1970-2014, Sriyana (2016)

Sementara

pemerintah

menemukan bahwa nilai optimum dari

pinjaman

bagian belanja pemerintah terhadap

maupun penerimaan pajak. Pinjaman

output sebesar 12,56%. Sriyana (2016)

dapat meningkatkan biaya investasi,

mengungkapkan

menggantikan investasi swasta dan

berada dalam zona fiskal yang tidak

meningkatkan pajak di masa depan,

aman, jika ukuran pemerintah semakin

sedangkan

besar maka akan berdampak buruk

biasanya

itu,

oleh

belanja

didanai

pajak

melalui

sendiri

https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss2/4

dapat

2

yang

tidak

berbagai fasilitas publik yang tidak dapat
sepenuhnya

pengeluaran

yang

saat

ini

produktif

Indonesia

2
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terhadap perekonomian. Adapun studi

2016; Nirola & Sahu, 2019). Kualitas

terbaru dari Dianingsari (2017) dengan

institusi tentunya berkaitan terhadap

metode estimasi GMM, mengungkapkan

proses

bahwa ukuran pemerintah berdampak

pemerintah. Hal ini dikarenakan kualitas

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

institusi

Studi Dianigsari (2017) memaparkan

menanggulangi

bahwa nilai optimum ukuran pemerintah

termasuk menghindarkan pemerintah

pada level provinsi di Indonesia sebesar

dari sistem birokrasi yang mementingkan

7,20 persen. Sementara itu, Santika

kepentingan

(2018) mengungkapkan bahwa threshold

menanggulangi

ukuran

untuk

Kualitas institusi sendiri telah diakui

provinsi di Indonesia adalah 38,98 persen.

sebagai sebagai salah satu faktor yang

Perbedaan

menentukan

pemerintah
nilai

rata-rata
threshold

ukuran

belanja
yang

yang
baik

dilakukan

akan

mampu

kegagalan

pasar

pribadi,

serta

praktik

rent-seeking.

pertumbuhan

ekonomi.

pemerintah yang didapat dari masing-

Berbagai

masing studi dapat disebabkan oleh

membuktikan bahwa kualitas institusi

perbedaan cara mengkalkulasikan nilai

yang baik berpengaruh positif terhadap

ukuran pemerintah dan perbedaaan

pertumbuhan ekonomi (Knack & Keefer,

metode estimasi yang digunakan.

1997; Hall & Jones, 1999; Vieira et al.,

Studi

2012).

empiris

yang

menganalisis

studi

mampu

empiris

telah

pengaruh ukuran pemerintah terhadap

Dengan menggunakan level analisis di

pertumbuhan ekonomi juga semakin

tingkat kabupaten/kota sepanjang tahun

berkembang. Beberapa studi walaupun

2011 hingga 2017, studi ini bertujuan

tidak dalam konteks regional sudah

untuk untuk menganalisis ada tidaknya

menyoroti isu kualitas institusi dalam

perbedaan pengaruh ukuran pemerintah

membicarakan

ukuran

terhadap pertumbuhan ekonomi pada

pertumbuhan

daerah dengan kualitas institusi yang

pemerintah

pengaruh
terhadap

ekonomi. Hasil studi empiris mengklaim

berbeda.

bahwa pengaruh ukuran pemerintah

diberikan melalui penelitian adalah studi

terhadap

ekonomi

ini merupakan studi pertama di Indonesia

bergantung pada kualitas institusi. Studi

yang mengakomodir peranan kualitas

empiris tersebut mengungkapkan bahwa

institusi

kualitas institusi yang baik mampu

pengaruh ukuran pemerintah terhadap

mengurangi

ukuran

pertumbuhan ekonomi. Hal ini untuk

pertumbuhan

menganalisis ada tidaknya perbedaan

ekonomi (Guseh, 1997; Afonso & Jalles,

pengaruh ukuran pemerintah terhadap

pemerintah

pertumbuhan

efek
terhadap
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buruk

3

Adapun

dalam

kontribusi

yang

menggambarkan

3
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pertumbuhan ekonomi pada kualitas

menggambarkan

institusi yang berbeda. Kualitas institusi

keuangan pemerintah daerah.

sangat berperan dalam menentukan pola

Kemudian, dalam konteks Indonesia,

perilaku agen-agen ekonomi. Kualitas

studi sejenis terdahulu menggunakan

institusi membentuk insentif ekonomi

level analisis di tingkat provinsi. Studi ini

yang

dalam

menggunakan level analisis di tingkat

menabung, investasi, berinovasi, dan

kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan

mengadopsi teknologi yang baru. Hal

pasca

inilah yang menggambarkan bahwa

pembuatan

kualitas institusi sangat erat kaitannya

pengeluaran berada pada pemerintah

dengan ukuran pemerintah. Dengan

daerah kabupaten/kota. Serta, dana

adanya kualitas institusi yang baik akan

transfer dari pemerintah pusat juga

mampu menghindarkan pemerintah dari

langsung diberikan kepada pemerintah

sistem birokrasi yang mementingkan

kabupaten/kota.

kepentingan

melakukan analisis di level provinsi, maka

menentukan

perilaku

pribadi,

serta

mampu

proses

penerapan

pengelolaan

desentralisasi

keputusan

Selain

pengelolaan

itu,

ketika

menanggulangi praktik rent-seeking.

dapat menghilangkan variasi yang terjadi

Penulis menggunakan indikator berupa

di

tingkat kriminalitas, indeks demokrasi,

informasi yang ditangkap dari studi

dan opini BPK untuk menggambarkan

dengan level analisis kabupaten/kota

kualitas

cenderung lebih baik.

institusi

di

daerah

level

kabupaten/kota.

Sehingga

kabupaten/kota. Untuk kasus Indonesia

Hasil

sendiri, belum ada suatu data berupa

pengaruh ukuran pemerintah terhadap

indeks

gambaran

pertumbuhan ekonomi bergantung pada

kualitas institusi secara komprehensif

kualitas institusi. Akan tetapi dari tiga

pada

serta

indikator institusi yang digunakan dalam

kualitas institusi merupakan konsep yang

penelitian ini hanya satu indikator yang

sangat luas. Maka dari itu, penulis

berpengaruh signifikan yakni indeks

memilih indikator yang menggambarkan

demokrasi

kualitas institusi berdasarkan pada World

menemukan bahwa pengaruh buruk

Governance Indicator yang dirumuskan

ukuran

oleh

Kriminalitas

pertumbuhan ekonomi lebih besar pada

penegakan

daerah yang memiliki kualitas demokrasi

hukum suatu wilayah, indeks demokrasi

yang kurang baik. Adapun hasil studi ini

menggambarkan kualitas demokrasi di

sesuai dengan studi Guseh (1997) yang

suatu

membuktikan bahwa pengaruh ukuran

yang

menyajikan

tingkat

World

menggambarkan

wilayah

kabupaten/kota

Bank.
upaya

dan

https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss2/4

opini

BPK

4

studi

menunjukkan

(IDI).

Hasil

pemerintah

bahwa

studi

ini

terhadap

4
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pemerintah
ekonomi

terhadap
bergantung

pertumbuhan
dari

memengaruhi outcome perekonomian.

kualitas

Voters yang berada pada daerah yang

demokrasi suatu daerah. Daerah dengan

telah mengalami pilkada sebanyak dua

kualitas demokrasi yang baik mampu

kali

menciptakan pemilu yang adil dan

“berpengalaman”

dalam

kebebasan pers. Pada kondisi demikian

pemilu.

&

publik dapat mengawasi proses belanja

mengklaim bahwa pada wilayah dengan

yang dilakukan oleh pemerintah agar

voters yang kurang berpengalaman

peningkatan ukuran pemerintah tidak

terhadap

mengarah pada inefisiensi.

manipulasi

Penelitian ini mengandung keterbatasan

pemerintah incumbent menjadi sukses.

yakni, adanya potensi bias (endogenitas)

Tahun

pemerintah

Pemerintah

cenderung

Pemerintahan
Keuangan

pada
daerah

tahun

2001,

(kabupaten/kota)

provinsi diharapkan untuk mengawasi

melakukan

agar desentralisasi dapat berjalan efektif.
Pemberian otonomi ini langsung kepada
pemerintah kabupaten/kota dikarenakan

pemilu.

alasan efisiensi dan kestabilan politik.

Political Business Cycle menggambarkan

Pemerintah kabupaten/kota kini memiliki

bahwa pengalaman pemilih (voters)

kewenangan

dalam mengikuti pemilu (election) dapat

Published by UI Scholars Hub, 2021

tentang

untuk mengurus wilayahnya, pemerintah

kembali.

moneter yang bersifat ekspansioner pada
diselenggarakannya

KUALITAS

besar dibanding pemerintah provinsi

kebijakan fiskal atau terkadang kebijakan
tahun

DAN

memiliki tanggung jawab yang lebih

pemilu

(election) dapat membantu pemerintah
terpilih

UKURAN

Perimbangan

desentralisasi

kondisi makroekonomi yang baik pada

untuk

oleh

menjadi desentralisasi. Sejak berlakunya

Political Business Cycle dijelaskan bahwa

incumbent

fiskal

menganut asas sentralisasi berganti

ke dalam model penelitian. Berdasarkan

menjelang

membuat

pemerintahan di Indonesia yang semula

daerah dalam menyelenggarakan pilkada

wilayah

(2005)

merupakan batu loncatan bagi sistem

memasukkan

variabel yang menggambarkan frekuensi

suatu

dapat

kebijakan

1999

tentang

satu atau dua kali. Akan tetapi, pada
belum

Drazen

Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999

yang telah mengalami Pilkada sebanyak
ini

mengikuti

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 22

untuk

membedakan daerah kabupaten/kota

penelitian

pemilu

lebih

INSTITUSI

tujuh tahun yakni sejak 2011 hingga 2017,
digunakan

Brender

PEMERINTAH,

menggunakan periode penelitian selama
dapat

dikatakan

DESENTRALISASI,

yaitu omitted variable bias. Dengan

sebenarnya

dapat

mengurus

5

untuk

secara

kepentingan

mandiri

administratif,

5
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politik, dan fiskal daerahnya masing-

mengklaim

masing.

desentralisasi fiskal, ukuran pemerintah

Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal

menjadi lebih besar jika pengeluaran

membawa perubahan signifikan pada

pemerintah lebih banyak dibiayai oleh

pengelolaan

dana

keuangan

publik

di

bahwa

transfer.

dengan

Sementara

adanya

itu,

jika

berlakunya

pengeluaran pemerintah dibiayai oleh

desentralisasi fiskal, pemerintah pusat

pajak daerahnya sendiri maka ukuran

telah memberikan kewenangan kepada

pemerintah

pemerintah

penurunan.

Indonesia.

menarik

Sejak

kabupaten/kota

pajak

dan

untuk

retribusi,

sendiri,

serta

cenderung
Untuk

sumber

mengalami

kasus

Indonesia

pendapatan

yang

dibarengi dengan adanya transfer dari

digunakan untuk belanja pemerintah

pemerintah pusat ke daerah. Dana

daerah sebagian besar didominasi oleh

transfer yang diberikan berupa dana

dana transfer berupa dana perimbangan.

perimbangan.

perimbangan

Dana perimbangan ternyata menjadi

bersumber dari APBN yang terdiri dari

komponen pendapatan yang memiliki

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

porsi paling besar. Komposisi dana

Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil

perimbangan

(DBH). Secara garis besar untuk periode

daerah berkisar antara 50 hingga 70

2005-2012, transfer fiskal secara riil

persen. Maka sesuai dengan klaim

tumbuh sekitar 6 persen per tahun (Mahi

Ashworth et al., (2013) dengan besarnya

& Supriyanti, 2019).

komposisi dana perimbangan sebagai

Penerapan

Dana

desentralisasi

pendapatan

sumber pendapatan yang digunakan

ternyata

untuk belanja, diduga menyebabkan

17.00

Ukuran Pemerintah (%)

terhadap

16.80

ukuran pemerintah daerah cenderung

16.60

menjadi lebih besar. Hasil empiris di

16.40

Indonesia

16.20

oleh

mengklaim

16.00

Pradana
bahwa

(2016)
semakin

15.80

terdesentralisasinya fiskal suatu daerah

15.60

maka

15.40

pemerintah semakin besar.

15.20

Gambar 1: Rata-rata Ukuran Pemerintah
Kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2011-2017
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 (telah diolah kembali)

besaran

ukuran

secara

absolut

sebenarnya

belanja

pemerintah mengalami peningkatan.
Kendati demikian, pada Gambar 1

ukuran

terlihat

pemerintah. Ashworth et al., (2013)

https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss2/4

membuat

Sepanjang tahun 2011 hingga 2017,

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

memengaruhi

akan

6

bahwa

ukuran

pemerintah

6
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Jumlah Kabupaten/kota

mengalami

tren

yang

cenderung

tinggi hanya mencapai 159 daerah. Hal ini

350

sekaligus

300

bahwa jumlah daerah dengan

250

kategori ukuran pemerintah

200

menunjukkan

rendah

150

mengalami

100

peningkatan tiap tahunnya.

50

Pada tahun 2017 terdapat 332
daerah

0
2011

2012

2013
Tinggi

2014

2015

2016

2017

Rendah

dengan

kategori

ukuran pemerintah rendah.
Pelaksanaan desentralisasi di

Gambar 2: Jumlah Daerah Kabupaten/kota Berdasarkan
Kategori Ukuran Pemerintah Tahun 2011-2017

Indonesia nyatanya juga tidak

Sumber: Hasil analisis, 2020

lepas dari penyalahgunaan

menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh

wewenang yang dilakukan oleh pejabat

kenaikan output (Y) yang lebih tinggi dari

daerah guna memeroleh keuntungan

kenaikan belanja pemerintah (G) itu

pribadi. Berdasarkan data dari Kata Data

sendiri. Penurunan ukuran pemerintah

(2020), lembaga dengan temuan kasus

mengindikasikan bahwa perekonomian

korupsi

semakin tidak didominasi oleh aktivitas

pemerintah kabupaten yang disusul oleh

pemerintah.

pemerintah desa dan pemerintah kota.

Penulis menggunakan nilai rata-rata

Munculnya raja-raja kecil di daerah

ukuran pemerintah sebagai cut-off untuk

otonom

menentukan

ukuran

mampu menguasai akses sumber daya

pemerintah, yakni tinggi atau rendah.

dan politik lokal sehingga mengarah

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa

kepada tindakan korupsi (Utami, 2018).

sepanjang tahun 2011-2017, lebih banyak

Tingginya kasus korupsi oleh kepala

jumlah daerah kabupaten/kota yang

daerah mencerminkan bahwa kualitas

memiliki kategori ukuran pemerintah

institusi di Indonesia masih tergolong

rendah. Jumlah daerah yang memiliki

rendah.

kategori ukuran pemerintah tinggi secara

Secara rata-rata sepanjang tahun 2011

konsisten mengalami penurunan tiap

hingga

tahunnya. Pada tahun 2011, terdapat 180

penulis dari 491 kabupaten/kota wilayah

daerah kabupaten/kota yang memiliki

observasi, terdapat 172 daerah yang

ukuran pemerintah berkategori tinggi.

memiliki ukuran

Jumlah ini terus mengalami penurunan,

pemerintah tergolong tinggi. Sementara

hingga pada tahun 2017 jumlah daerah

itu sisanya sebanyak 319 daerah memiliki

klasifikasi

terbanyak

membuat

2017,

terdapat

sebagian

berdasarkan

pada

pihak

kalkulasi

dengan kategori ukuran pemerintah

Published by UI Scholars Hub, 2021
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Tabel 1: Jumlah Daerah Berdasarkan
Kategori Ukuran Pemerintah dan Kualitas
Institusi Tahun 2011-2017

ukuran pemerintah tergolong rendah.
Penulis menggunakan indikator berupa
tingkat kriminalitas, indeks demokrasi,

Kualitas
Institusi

dan opini BPK untuk menggambarkan
kualitas

institusi

di

Ukuran
Pemerintah
RENDAH
TINGGI

daerah

kabupaten/kota. Untuk kasus Indonesia
sendiri, belum ada suatu data berupa
indeks

yang

menyajikan

tingkat

Berlakunya

gambaran

kabupaten/kota

desentralisasi fiskal dapat membuat
ukuran pemerintah menjadi lebih besar.
Jika

Governance Indicator yang dirumuskan

wilayah

menggambarkan

dan

opini

proses

keuangan

pemerintah

Berdasarkan

ketiga

mengarah

digunakan

penulis,

ternyata

banyak

menjadi

inefiseinsi.

Jangan

dana

pada

terhadap

tidak

perekonomian

tercapai

manakala

pemerintah daerah menghabiskan dana
untuk

penambahan

peningkatan

pengelolaan keuangan berpredikat Wajar

fasilitas

pegawai,
kantor,

dan

penambahan kunjungan kerja. Niskanen

sedikit.

(1971) menyatakan bahwa kebijakan

Berdasarkan perhitungan penulis, pada

maksimisasi anggaran selalu berakibat

Tabel 1 terlihat bahwa baik daerah yang

pada pembengkakan belanja pemerintah

memiliki ukuran pemerintah tinggi atau

yang

sedang, kedua kategori daerah tersebut

justru

memaksimumkan

sama-sama memiliki jumlah daerah

bertujuan
pengaruh

untuk
dan

kekuasaan oknum pemerintah itu sendiri.

dengan kualitas institusi buruk lebih

Terlebih lagi fenomena menunjukkan

banyak.

https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss2/4

pemerintah

menghabiskan

pemerintah

jumlah

rendah, indeks demokrasi yang tinggi,
relatif

heran

kepentingan publik. Efektivitas belanja

yang

baik (memiliki jumlah tindak kriminal

Pengecualian)

tidak

sejumlah hal yang tidak berkaitan dengan

daerah.

daerah yang memiliki kualitas institusi

Tanpa

kepentingan

ukuran
pada

dibuat

sampai pemerintah daerah justru lebih

BPK

pengelolaan

indikator

maka

peningkatan

menggambarkan kualitas demokrasi di

pengeluaran

mengabaikan

masyarakat

penegakan

hukum suatu wilayah, indeks demokrasi
suatu

keputusan

dengan

Kriminalitas

upaya

fiskal

Telah terbukti secara empiris bahwa

kualitas institusi berdasarkan pada World

menggambarkan

desentralisasi

keputusan pengeluaran di sektor publik.

memilih indikator yang menggambarkan

Bank.

288
170

diberikan kebebasan dalam mengambil

serta

sangat luas. Maka dari itu, penulis

World

31
2

berimplikasi bahwa pemerintah daerah

kualitas institusi merupakan konsep yang

oleh

BURUK

Sumber: Hasil analisis, 2020

kualitas institusi secara komprehensif
pada

BAIK

8
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bahwa kualitas institusi di Indonesia

Pertama,

masih tergolong rendah, pemerintah

pemerintah relatif senfitif dan rentan

daerah menjadi lembaga yang paling

terhadap

banyak terjerat korupsi. Untuk itu

perekonomian dan tidak dapat dikontrol

penelitian yang membahas pengaruh

secara langsung oleh pihak legislatif.

ukuran

Kedua,

pemerintah

dengan

penerimaan

(revenue)

perubahan

keadaan

kemungkinan

adanya

mengakomodir kualitas institusi menjadi

ketidakberimbangan antara penerimaan

penting untuk dilakukan.

maupun pengeluaran pemerintah karena
defisit

KERANGKA KONSEPTUAL

tidak diikuti dengan pengurangan belanja

ukuran pemerintah dapat digambarkan

pemerintah tidak akan membuat ukuran

melalui berbagai pengukuran. Setiap

pemerintah semakin kecil, oleh karena itu

pengukuran memiliki kelebihan, akan

menggunakan pendapatan pemerintah

tetapi beberapa pengukuran memiliki

untuk mengukur ukuran pemerintah

kekurangan lebih besar dari pengukuran

dapat

lainnya. Jika ukuran pemerintah diukur
dengan

konsumsi pemerintah terhadap PDB
sebagai pengukuran ukuran pemerintah

ukuran pemerintah diukur dengan jumlah

(Davies, 2009; Chiou-Wei et al., 2010;

pegawai pemerintah. Hal ini karena

Afonso & Jalles, 2016; Asimakopoulus &

pemerintah dapat mensubstitusi antara

Karavias, 2016; Dianingsari, 2017).

peralatan dan tenaga manusia untuk

Sheehey (1993) memaparkan bahwa

menyelesaikan suatu pekerjaan yang
Sebagai

contoh,

pada negara berkembang, peningkatan

pembelian

ukuran pemerintah akan berpengaruh

komputer oleh pemerintah telah mampu
menggantikan

beberapa

positif terhadap perekonomian. Hal ini

pekerjaan

disebabkan

administrasi yang dulunya dikerjakan
Labonte

mengungkapkan

(2010)

di

negara

memadai. Pada negara berkembang,
juga

peningkatan ukuran pemerintah mampu

beberapa

menstimulus pertumbuhan ekonomi. Hal

pertimbangan yang menjadi dasar bahwa

ini dikarenakan pasar tidak selamanya

belanja pemerintah dianggap menjadi

sempurna,

pengukuran yang lebih baik untuk

terdapat

kemungkinan

terjadinya market failure dan beberapa

menggambarkan ukuran pemerintah.
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karena

berkembang fasilitas publik masih belum

dengan tenaga manusia.
Studi

kesalahpahaman

studi menggunakan rasio total belanja

besarnya

inflasi. Kemudian, kurang tepat bila

sama.

menciptakan

tentang ukuran sebenarnya. Berbagai

dalam satuan mata uang (nominal), maka
disesuaikan

Pengurangan

penerimaan pemerintah dari pajak yang

Labonte (2010) memaparkan sebenarnya

harus

anggaran.

9
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masalah seperti industri kecil yang masih

yang baik cenderung meningkatkan

harus

dapat

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi

derajat

saat ukuran pemerintah sudah semakin

dilindungi

berkembang,
persaingan

untuk

tingginya
monopoli

dan

oligopoli,

besar.

ketidaksetaraan informasi yang bias

Daerah dengan kualitas institusi yang

didapat.

baik akan mampu menikmati dampak

Berbagai

literatur

telah

positif yang lebih besar dari peningkatan

mengklaim bahwa kualitas institusi yang

ukuran pemerintah terhadap perekonomi

baik

menghindarkan

dibanding dengan daerah yang memiliki

pemerintah dari sistem birokrasi yang

kualitas institusi yang buruk. Kualitas

mementingkan

institusi

akan

teoritis

mampu

kepentingan

pribadi,

yang

baik

cenderung

serta mampu menanggulangi praktik

meningkatkan

rent-seeking, dan praktik korupsi. Kualitas

pertumbuhan

institusi yang baik sangat penting untuk

pemerintah sudah semakin besar. Selain

menjamin agar pengeluaran pemerintah

itu, kualitas institusi yang baik akan

menjadi

mampu

mampu menanggulangi kegagalan pasar

terhadap

termasuk menghindarkan pemerintah

perekonomian. Kualitas institusi yang

dari sistem birokrasi yang mementingkan

baik mampu mendorong terciptanya

kepentingan

efisiensi kualitas sektor publik. Efisiensi

menanggulangi praktik rent-seeking.

lebih

berkontribusi

dalam

kualitas

efektif

dan

positif

sektor

publik

akan

Jales (2016). Menurut model tersebut

kualitas institusi yang baik akan mampu

pengaruh ukuran pemerintah terhadap

mendorong efek positif yang lebih besar

pertumbuhan ekonomi bergantung pada

terhadap

kualitas institusi. Penulis menggunakan

pertumbuhan ekonomi.

metode Ordinary Least Square (OLS) dan

Kim et al., (2018) memaparkan bahwa

struktur

ukuran pemerintah yang makin besar dan

cross-section

untuk

pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.

kedua hal yang saling melengkapi dalam

Penelitian

dan

ini

menggunakan

waktu

pengamatan dengan periode 7 tahunan

pertumbuhan ekonomi. Kualitas institusi

https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss2/4

data

mengestimasi hubungan antara ukuran

kualitas institusi yang baik merupakan
produktivitas

mampu

empiris yang digunakan oleh Afonso dan

lebih baik. Maka dari itu, daerah dengan

meningkatkan

serta

ukuran

penelitian ini mengacu pada model

yang rendah, layanan pemerintah yang

pemerintah

pribadi,

saat

Model empiris yang digunakan dalam

daya yang lebih efisien, kasus korupsi

ukuran

ekonomi

dan

MODEL PENELITIAN

tercermin melalui penggunaan sumber

dari

produktivitas

yakni tahun 2011 hingga 2017.
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Berdasarkan kajian teoritis dan empiris,

𝑂𝑃𝐼𝑁𝐼𝐵𝑃𝐾𝑖

maka model empiris yang dibangun

institusi

dalam

menggambarkan kualitas pemerintah

penelitian

ini

memenuhi

persamaan berikut:

:

Indikator

yakni

Opini

kualitas

BPK

yang

dalam hal pengelolaan keuangan.

𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻〗_𝑖 〖

𝑆𝐺𝑖 ∗ 𝐶𝑅𝐼𝑀𝐸𝑖 :

= 𝛽_0 + 𝛽_1𝑦_𝑜

Interaksi

antara

ukuran pemerintah dan kriminalitas

+ 〗𝛽_2〖𝑆𝐺〗_𝑖

:

Interaksi

antara

+ 𝛽_3〖𝐶𝑅𝐼𝑀𝐸〗_𝑖

𝑆𝐺𝑖 ∗ 𝐼𝐷𝐼𝑖

+ 𝛽_4〖𝐼𝐷𝐼〗_𝑖

ukuran pemerintah dan indeks demokrasi

+ 𝛽_5〖𝑂𝑃𝐼𝑁𝐼𝐵𝑃𝐾〗_𝑖

:

𝑆𝐺𝑖 ∗ 𝑂𝑃𝐼𝑁𝐼𝐵𝑃𝐾𝑖

+ 𝛽_6〖(𝑆𝐺〗_𝑖

Interaksi

antara ukuran pemerintah dan opini BPK

∗ 〖𝐶𝑅𝐼𝑀𝐸〗_𝑖)
+ 𝛽_7〖(𝑆𝐺〗_𝑖 ∗ 〖𝐼𝐷𝐼〗_𝑖)

𝑋𝑖𝑗

+ 𝛽_8〖(𝑆𝐺〗_𝑖

penelitian ini variabel kontrol yang

∗ 〖𝑂𝑃𝐼𝑁𝐼𝐵𝑃𝐾〗_𝑖) + ∑_(𝑗

: Matriks variabel kontrol. Dalam

digunakan dalam penelitian meliputi

= 1)^5▒〖𝛽_9𝑗𝑋_𝑖𝑗〗

pendapatan asli daerah (PAD), dana

+ 𝑒_𝑖(1)

i = 1, 2, 3,..... K kabupaten/kota dalam

perimbangan, rata-rata lama sekolah,

penelitian (K=491)

saving rate, jumlah penduduk, dan dana

Keterangan:

perimbangan.
𝑒𝑖

:

𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡

: error-term

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Koefisien regresi yang menjadi perhatian

:

log linear PDRB per kapita

dalam penelitian ini adalah koefisien

atas dasar harga konstan 2010 pada awal

regresi dari ukuran pemerintah yakni 𝛽2

𝑦𝑜

serta koefisien regresi dari variabel interaksi

periode 7 tahunan yaitu pada tahun 2011
𝑆𝐺𝑖

ukuran pemerintah dengan kualitas institusi

𝐺

Ukuran Pemerintah (𝑃𝐷𝑅𝐵)

yakni 𝛽6 , 𝛽7 , dan 𝛽8 . Adapun berdasarkan

yakni rasio antara total belanja konsumsi

persamaan empiris efek yang dihasilkan

pemerintah dengan PDRB

oleh

:

𝐶𝑅𝐼𝑀𝐸𝑖

:

Indikator

institusi

yakni

kriminalitas

menggambarkan

sistem

kualitas

yakni

:

yang

marjinal

penegakan

menggambarkan

demokrasi
kualitas

𝜕𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻
𝜕𝑆𝐺

yang

terjadi

berdasarkan

=

𝛽2 + 𝛽6 𝐶𝑅𝐼𝑀𝐸 + 𝛽7 𝐼𝐷𝐼 +

𝛽8 𝑂𝑃𝐼𝑁𝐼𝐵𝑃𝐾 (2)

yang

Berdasarkan persamaan (2), terlihat

demokrasi

bahwa dampak dari ukuran pemerintah

(voice and accountability)
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bervariasi

persamaan (3.1) yakni:

Indikator kualitas institusi
indeks

pemerintah

bergantung pada kualitas institusi. Efek

hukum (rule of law).
𝐼𝐷𝐼𝑖

ukuran

terhadap

11

pertumbuhan

ekonomi

11
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bergantung

pada

masing-masing

indikator kualitas institusi.
Penjelasan variable
b.

Variabel dependen
Variabel dependen dalam penelitian ini
adalah tingkat pertumbuhan ekonomi
(GROWTH) pada level kabupaten/kota di
Indonesia.

Data

berdasarkan

yang

PDRB

digunakan
per

kapita

berdasarkan tahun basis 2010. Data
PDRB per kapita yang dipakai pada
penelitian

ini

merupakan

c.

hasil

perhitungan sendiri dikarenakan data
yang tersedia dari BPS hanyalah data
pertumbuhan PDRB per kapita. PDRB per
kapita dihitung dengan cara PDRB
kabupaten/kota atas dasar harga konstan
dibagi dengan jumlah penduduk tiap
kabupaten/kota. Adapun variabel tingkat
pertumbuhan ekonomi dalam penelitian
ini diperoleh dengan:
𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑡 = 𝑙𝑛 (

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒
) /7
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑎𝑤𝑎𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒

Variabel Independen
Variabel independen atau variabel bebas
merupakan yang membantu menjelaskan
variasi dalam variabel dependen. Variabel
independen dalam penelitian ini meliputi:
a.

Initial Income
Initial income (𝑦𝑜 ) mencerminkan
pendapatan pada awal periode.
Nilai initial income dengan meloglinearkan PDRB per kapita atas
dasar harga konstan 2010 pada
awal periode 7 tahunan yaitu pada
tahun 2011. Dari hasil koefisien
variabel initial income ini dapat

https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss2/4
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menggambarkah
terjadinya
proses konvergensi atau tidak
antar wilayah kabupaten/kota di
Indonesia.
Ukuran Pemerintah
𝐺
Ukuran pemerintah (SG = 𝑃𝐷𝑅𝐵)
pada penelitian ini diperoleh dari
rasio antara total belanja
konsumsi pemerintah dengan
PDRB. Nilai ukuran pemerintah
dihitung
sebagai
rata-rata
periode, yaitu rata-rata ukuran
pemerintah pada periode 20112017.
Kualitas institusi
Kualitas institusi pada penelitian
ini diwakili oleh tiga variabel yakni
kriminalitas, indeks demokrasi,
dan opini BPK. Masing-masing
variabel ini mewakili tiga indikator
dari kualitas institusi berdasarkan
yang dirumuskan oleh World
governance
Indicator
(WGI).
Variabel kriminalitas mewakili
indikator Rule of Law, variabel
indeks
demokrasi
mewakili
indikator Voice & Accountability,
serta variabel opini BPK mewakili
indikator Control of Corruption.
Variabel kriminalitas (CRIME)
menggambarkan jumlah tindak
kriminalitas yang terjadi di
kabupaten/kota di Indonesia. Nilai
CRIME dihitung sebagai rata-rata
periode, yaitu rata-rata jumlah
tindak kriminalitas pada periode
2011-2017.
Variabel Indeks Demokrasi (IDI)
menggambarkan
kualitas
demokrasi daerah yang meliputi
aspek kebebasan sipil, hak-hak
politik, dan lembaga demokrasi.
Data Indeks Demokrasi yang
tersedia hanya pada level provinsi.
Guna mendapatkan gambaran
yang lebih tepat tentang kondisi
demokrasi
pada
level

12
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d.

e.

kabupaten/kota, maka nilai Indeks
Demokrasi
provinsi
akan
dibobotkan
dengan
menggunakan share total eksporimpor kabupaten/kota terhadap
total
ekspor-impor
provinsi
masing-masing.
Semakin
terbukanya perdagangan di suatu
daerah
cenderung
memiliki
kualitas demokrasi yang makin
baik pula. Nilai Indeks Demokrasi
dihitung
sebagai
rata-rata
periode, yaitu rata-rata skor akhir
indeks
demokrasi
setelah
dibobotkan pada periode 20112017.
Pendapatan Asli Daerah
Variabel opini BPK (OPINIBPK)
menyajikan informasi mengenai
predikat
laporan
keuangan
perangkat
daerah.
Predikat
keuangan yang diberikan oleh
BPK meliputi Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP),
Wajar
Dengan Pengecualian (WDP),
Tidak Wajar (TW), dan Tidak
Menyatakan Pendapat (TMP).
Secara garis besar pemberian
predikat oleh BPK didasarkan
pada empat kriteria yakni
kesesuaian
dengan
standar
akuntansi pemerintah, kecukupan
pengungkapan,
kepatuhan
terhadap perundang-undangan,
dan efektivitas pengendalian
intern. Pada penelitian ini,
OPINIBPK
dihitung sebagai
frekuensi
daerah
tersebut
mendapat status WTP sepanjang
tahun 2011-2017.
Rata-rata lama sekolah
Variabel Rata-rata lama (MYRS)
sekolah
merepresentasikan
modal manusia (human capital).
Rata-rata
lama
sekolah
menggambarkan jumlah tahun
yang digunakan penduduk dalam
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f.

g.

h.

13

rangka menempuh pendidikan
formal. Satuan dari rata-rata lama
sekolah adalah tahun, dalam
penelitian ini rata-rata lama
sekolah sudah dibuat dalam
bentuk loglinear. MYRS ini
dihitung
sebagai
rata-rata
periode, yaitu rata-rata MYRS
pada periode 2011-2017.
Saving Rate
𝑃𝑀𝑇𝐵
Variabel saving rate (SR= 𝑃𝐷𝑅𝐵 )
pada penelitian ini dihitung
berdasarkan
rasio
dari
Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) dengan PDRB. Variabel
saving rate yang digunakan untuk
regresi dalam penelitian ini dibuat
dalam bentuk log linear. SR ini
dihitung
sebagai
rata-rata
periode, yaitu rata-rata SR pada
periode 2011-2017.
Jumlah Penduduk
Jumlah
Penduduk
(n)
di
kabupaten/kota pada penelitian
ini dihitung sebagai jumlah ratarata tahunan pada periode 7
tahunan, yakni rata-rata jumlah
penduduk 2011-2017. Variabel
jumlah penduduk yang digunakan
untuk regresi dalam penelitian ini
dibuat dalam bentuk log linear.
Dana Perimbangan
Dana
Perimbangan
menggambarkan salah satu
alokasi dana transfer oleh
pemerintah pusat yang diterima
pemerintah daerah. Komponen
dana perimbangan terdiri dari
dana bagi hasil (DBH), dana
alokasi umum (DAU), serta dana
alokasi khusus (DAK). Variabel
Dana
perimbangan
yang
digunakan untuk regresi dalam
penelitian ini dibuat dalam bentuk
log linear. Dana perimbangan ini
dihitung
sebagai
rata-rata

13
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periode, yaitu rata-rata PAD pada
periode 2011-2017.

Terdapat

sekitar

170

daerah

yang

memiliki ukuran pemerintah di atas rata-

HASIL

rata yakni lebih dari 16,5 persen. Dari 20

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat

daerah yang memiliki nilai ukuran

perbedaan pengaruh ukuran pemerintah

pemerintah terbesar, 15 diantaranya

bergantung pada perbedaan kualitas

berasal dari wilayah Sulawesi dan Papua.

institusi. Dengan menggunakan indikator

Serta, dari 20 daerah dengan nilai ukuran

kualitas institusi berupa indeks demokrasi

pemerintah terbesar, 13 diantaranya

pada taraf signifikansi 1 persen, hasil

memiliki pertumbuhan ekonomi kurang

empiris menunjukkan bahwa efek buruk

dari rata-rata. Rendahnya efektivitas

dari ukuran pemerintah cenderung lebih

pemerintah dalam melakukan proses

besar pada daerah dengan kualitas

belanja diduga menyebabkan rendahnya

institusi yang buruk. Variabel kontrol

pertumbuhan

yang digunakan meliputi pendapatan asli

tingginya

daerah, rata-rata lama sekolah, saving

wilayah tersebut.

rate,

dana

Sementara itu, terdapat pula wilayah

perimbangan dimasukkan ke dalam

yang memiliki pertumbuhan ekonomi

model. Hasilnya menunjukkan bahwa

yang tinggi dengan ukuran pemerintah

hanya variabel saving rate yang secara

yang

konsisten

(Sulawesi

jumlah

penduduk,

dan

berpengaruh

signifikan

ekonomi

ukuran

rendah.

ditengah

pemerintah

Kabupaten
Tengah)

pada

Banggai
memiliki

terhadap pertumbuhan ekonomi.

pertumbuhan ekonomi tertinggi dan

Hasil

menggunakan

memiliki ukuran pemerintah yang kurang

metode OLS menunjukkan bahwa ukuran

dari rata-rata hanya sekitar 12 persen.

pemerintah berpengaruh negatif dan

Kemudian, Kota Cilegon dan Kabupaten

signifikan

terhadap

pertumbuhan

Bekasi merupakan dua daerah dengan

ekonomi.

Hal

menunjukkan

ukuran pemerintah terendah dengan

pemerintah

tingkat pertumbuhan ekonomi yang

berdampak buruk bagi perekonomian.

rendah pula. Pada 2 daerah tersebut,

Koefisien regresi ukuran pemerintah

perekonomian relatif dikuasai oleh sektor

berada di kisaran 0,04. Peningkatan

swasta. Peningkatan belanja pemerintah

ukuran pemerintah yang berdampak

pada 2 daerah tersebut, kemungkinan

negatif bagi pertumbuhan ekonomi

mendatangkan multiplier effect yang

dapat

lebih

estimasi

peningkatan

yang

ini
ukuran

mengindikasikan

pertambahan

ukuran

bahwa

berkontribusi

pemerintah

sehingga
positif

dapat
terhadap

pertumbuhan ekonomi.

cenderung mengarah pada inefisiensi.
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Tabel 1 Hasil Estimasi dengan Metode OLS
Estimator
Variabel
𝑦0

OLS
(MODEL 1)
-0.01041***
(0.00197)

(MODEL 2)
-0.00971***
(0.00199)

SG

-0.01944**
(0.00837)

-0.03666***
(0.01083)

CRIME

0.00000
(0.00000)

0.00000
(0.00000)

IDI

-0.00001
(0.00007)

-0.00029**
(0.00012)

OPINIBPK

0.00045
(0.00035)

0.00008
(0.00053)

SG*CRIME

0.00000
(0.00000)

SG*IDI

0.00276***
(0.00095)

SG*OPINIBPK

0.00236
(0.00237)

PAD

0.00187
(0.00151)

0.00193
(0.00151)

SR

0.00594***
(0.00189)

0.00613***
(0.00188)

MYRS

-0.00163
(0.00319)

-0.00494
(0.00333)

N

-0.00129
(0.00222)

-0.00189
(0.00222)

PERIMBANGAN

-0.00296
(0.00321)

-0.00276
(0.00319)

Konstanta

0.27258***
(0.06824)
0.17470
0.00000

0.27001***
(0.06776)
0.18780
0.00000

Adj. R-squared
Prob F-statistic

Catatan: Angka dalam kurung adalah Standard Error (SE)
*** = level signifikansi 1%, ** = level signifikansi 5%, * = level signifikansi 10%
Sumber: Hasil Regresi, 2020

Dengan adanya variabel interaksi antara

kualitas institusi tiap daerah. Lebih

ukuran pemerintah dengan kualitas

tepatnya ingin melihat ada atau tidaknya

institusi, penulis ingin melihat dampak

perbedaan pengaruh ukuran pemerintah

ukuran

terhadap

terhadap pertumbuhan ekonomi pada

pertumbuhan ekonomi bergantung dari

daerah dengan kualitas institusi yang baik

pemerintah
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ataupun buruk. Hasil estimasi pada Model

Adapun hasil studi ini sesuai dengan studi

(2) yang telah mengakomodir variabel

Guseh (1997) yang membuktikan bahwa

interaksi menunjukkan bahwa pengaruh

pengaruh ukuran pemerintah terhadap

ukuran

terhadap

pertumbuhan ekonomi bergantung dari

pertumbuhan ekonomi bergantung pada

kualitas demokrasi suatu daerah. Guseh

kualitas institusi. Namun, dari tiga

(1997) menjelaskan bahwa pengaruh

indikator institusi yang digunakan dalam

buruk

penelitian ini hanya satu indikator yang

pertumbuhan ekonomi lebih besar pada

berpengaruh signifikan yakni indeks

negara-negara non demokratis. Berikut

demokrasi.

pada Tabel 2 menampilkan marginal

Hasil studi ini menemukan bahwa

effect dari ukuran pemerintah terhadap

pengaruh buruk ukuran pemerintah

pertumbuhan ekonomi.

terhadap pertumbuhan ekonomi lebih

Dengan menggunakan nilai ekstrem dari

besar pada daerah yang memiliki kualitas

indeks demokrasi yakni nilai tertinggi

demokrasi yang kurang baik. Dengan

sebesar 118,4 dan terendah sebesar 0,1

kata lain daerah-daerah yang memiliki

serta nilai rata-rata sebesar 6,9 terlihat

kualitas demokrasi yang lebih baik

bahwa saat kualitas institusi masih

mampu meminimalisir pengaruh buruk

rendah

ukuran

berpengaruh

pemerintah

pemerintah

terhadap

ukuran

pemerintah

maka

terhadap

ukuran

pemerintah

negatif

terhadap

pertumbuhan ekonomi yang kurang baik.

pertumbuhan ekonomi, namun saat

Dengan kata lain daerah-daerah yang

kualitas institusi sudah relatif baik maka

memiliki kualitas demokrasi yang lebih

ukuran pemerintah akan berpengaruh

baik mampu meminimalisir pengaruh

positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

buruk

Pada saat nilai indeks demokrasi (IDI)

ukuran

pemerintah

terhadap

pertumbuhan ekonomi.

sebesar 0,1 maka penambahan ukuran

Tabel 4.2 Marginal Effect Ukuran Pemerintah
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

pemerintah sebesar 1 satuan akan

Indikator
Kualitas
Institusi

menurunkan

saat nilai indeks demokrasi sebesar 118,4
maka peningkatan ukuran pemerintah

=0.03639
𝝏𝑺𝑮

dapat

𝝏𝑮𝑹𝑶𝑾𝑻𝑯

IDI = 6,9
IDI= 118,4

ekonomi

sebesar 0,04 persen. Sementara itu, pada

IDI
𝝏𝑮𝑹𝑶𝑾𝑻𝑯

IDI = 0,1

pertumbuhan

=𝝏𝑺𝑮
0.01760

𝝏𝑮𝑹𝑶𝑾𝑻𝑯
𝝏𝑺𝑮

pertumbuhan

ekonomi sebesar 0,29 persen.
Pada daerah dengan kualitas demokrasi

= 0.29048

yang

baik

terciptanya

Sumber: Hasil Regresi, 2020
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terhadap pemerintah. Daerah dengan

pada 491 kabupaten/kota di Indonesia

kualitas demokrasi yang baik mampu

dengan periode pengamatan 7 tahunan.

menciptakan pemilu yang adil dan

Fenomena di Indonesia menunjukkan

kebebasan pers. Pada kondisi demikian

bahwa secara umum kualitas institusi

publik dapat mengawasi proses belanja

masih tergolong rendah. Berdasarkan

yang dilakukan oleh pemerintah agar

hasil analisis penulis ternyata baik daerah

peningkatan ukuran pemerintah tidak

yang memiliki ukuran pemerintah tinggi

mengarah

Rose-

atau sedang, kedua kategori daerah

Ackerman (1999) memaparkan bahwa

tersebut sama-sama memiliki jumlah

pada negara demokratis peranan media

daerah dengan kualitas institusi buruk

massa sangat diperlukan utamanya pada

lebih banyak.

saat menjelang pemilu. Hal ini karena

Hasil estimasi pada regresi utama full

politisi dan partai politik membutuhkan

sample menunjukkan bahwa pengaruh

dana untuk kampanye. Peranan media

ukuran

massa sangat penting untuk memastikan

pertumbuhan ekonomi bergantung pada

agar pemerintah tetap transparan dan

kualitas institusi. Akan tetapi dari tiga

tidak

penyalahgunaan

indikator institusi yang digunakan dalam

wewenang. Pada daerah dengan kualitas

penelitian ini hanya satu indikator yang

demokrasi yang masih belum baik,

berpengaruh signifikan yakni indeks

peningkatan

demokrasi

pada

inefisiensi.

melakukan

ukuran

pemerintah

pemerintah

(IDI).

terhadap

Hasil

studi

ini

membuat korupsi menjadi semakin parah

menemukan bahwa pengaruh buruk

karena lemahnya pengawasan terhadap

ukuran

pemerintah (Kotera et al., 2012). Hal

pertumbuhan ekonomi lebih besar pada

berbeda

kualitas

daerah yang memiliki kualitas demokrasi

demokrasi suatu wilayah relatif baik.

yang kurang baik. Dengan kata lain

Peningkatan ukuran pemerintah justru

daerah-daerah yang memiliki kualitas

mampu

demokrasi yang lebih baik mampu

terjadi

apabila

meminimalisir

terjadinya

korupsi.

pemerintah
ekonomi.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis
terhadap

penelitian

Kemudian,

pertumbuhan
saat

kualitas

pemerintah akan berpengaruh positif

pertumbuhan

terhadap pertumbuhan ekonomi.

ekonomi pada kualitas institusi yang
Adapun

terhadap

institusi sudah relatif baik maka ukuran

ada tidaknya perbedaan pengaruh ukuran

berbeda.

terhadap

meminimalisir pengaruh buruk ukuran

KESIMPULAN

pemerintah

pemerintah

ini

menggunakan analisis data cross-section
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